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ABSTRAK 

Perbedaan peraturan masing-masing negara menjadi salah satu penyebab terjadinya 

pengenaan pajak berganda. Maka daripada itu dibentuklah sebuah perjanjian yang 

akan mengatur hak pemajakan atas penghasilan yang memiliki unsur asing. 

Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) merupakan suatu perjanjian yang 

dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam rangka mengurangi terjadinya 

pemajakan berganda dan juga usaha penghindaran pajak oleh wajib pajak. Belum 

ada aturan global yang mendasari P3B, tetapi pembentukan P3B berlandaskan pada 

Konvensi Wina 1969 sebagai induk dari perjanjian internasional. P3B yang ada 

masih memiliki celah yang digunakan oleh perusahaan transnasional untuk 

melakukan penghindaran pajak melalui skema treaty shopping. Adapun rumusan 

masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan masalah pajak berganda 

dalam P3B antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda baik secara 

nasional maupun internasional, apakah skema treaty shopping dan kegiatan transfer 

pricing yang dilakukan oleh perusahaan transnasional yang ada di Indonesia telah 

sesuai dengan aturan yang terdapat dalam P3B antara Pemerintah Indonesia dengan 

Pemerintah Kerjaan Belanda dan bagaimanakah cara menghindari pajak berganda 

antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda. Metode penelitian yang 

digunakan dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif.  Hasil penelitian 

menunjukkan, 1) Secara nasional pengaturan P3B merupakan manifestasi dari Pasal  

32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perajakan yang memberi mandat kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan 

perjanjian dengan negara lain dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi baik 

secara bilateral maupun multilateral. Sedangkan secara internasional P3B dibentuk 

secara bilateral maupun multilateral melalui Mutual Agreement Procedure (MAP) 

dengan mengacu pada The OECD Model dan The UN Model. 2) Treaty shopping 

erat kaitannya dengan transfer pricing di mana dalam P3B diatur dalam Pasal 9 dan 

14. Namun dari aturan yang ada masih belum mampu mencegah penghindaran 

pajak berganda karena masih banyak perusahaan transnasional yang bertindak tidak 

sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 9 dan 14 P3B. 3) Terdapat dua 

metode penghindaran pajak berganda, metode pembebasan dan metode kredit, 

dalam P3B Indonesia dengan Belanda digunakan metode kredit sebagai bentuk 

penghindarannya. 
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